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TAHAP 1
1997-2007

KDP PILOT

Rencana satu tahun untuk mencoba
mekanisme program di 12 kecamatan untuk
Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

« Pilihan inklusif dari kepentingan pengembangan
» Ketergantungan pada institusi yang ada

» Open menu

» Kompetisi di tingkat kecamatan

» Bantuan kepada kecamatan

» Implementasi yang terbuka

« Fasilitasi dan bantuan Teknis

» Akuntabilitas

1997 1998

PELUNCURAN PPK

Asian Financial Crisis
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Gambar 3. Evolusi PNPM Perdesaan dan Perkotaan
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Pelebaran skala dan
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Desentralisasi
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pertanyaan terhadap
hubungan PPK dan
pemda

Peraturan untuk
mendorong keikutsertaan
dan bantuan terhadap
wanita miskin

Dana untuk RLFs

PELUNCURAN PKP

Program Kemiskinan Perkotaan (PKP) berdasarkan pada PPK
diluncurkan untuk memindahkan sumber ke bagian
perkotaan yang miskin;

KDP

Peningkatan hubungan dengan
pemda, pejabat kecamatan
mengetuai pertemuan antar desa
dan kabupaten dapat menambah
kecamatan pada program
dengan memberikan 80% dana
yang dibutuhkan untuk bantuan.

UPP

Lebih banyak perhatian terhadap
partisipasi komunitas. Pelatihan
diadakan untuk meningkatkan
kewaspadaan para pengguna UPP
(termasuk penanggulangan
kemiskinan) dan prosesnya.

Pemilihan dilakukan secara rahasia.

Pilihan kegiatan UPP dibuka,
dengan tiga area: pembangunan,
perlindungan sosial dan kegiatan
ekonomi. Beberapa kelurahan juga
terkualifikasi untuk membangun
RLF kredit mikro.

TAHAP 2
2008-2011

Pemerintah menjelaskan lebih
lanjut mengenai agenda
penanggulangan kemiskinan,
untuk memastikan koordinasi

6

juta penduduk

antara tujuan dan penerapan
dari berbagai program, dan
untuk mengurangi tingkat
kemiskinan sampai

8-10%

di tahun 2014

PNPM RESPEK diluncurkan untuk
KDP mengatasi masalah geografis,
Lebih dari enam juta penduduk sosial dan ekonomi di Papua;
desa terlibat dalam membangun bantuan diberikan kepada desa.
subproyek PPK - terutama
pembangunan, seperti halnya
jalanan — dengan 45%
perempuan dari penduduk
miskin

PPK menjangkau
hampir setengah dari
desa di Indonesia

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas
dimulai untuk menyempurnakan
pendidikan, begitu pula
kesehatan ibu dan anak.

PNPM Mandiri
didirikan
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TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Cakupan UPP April 2007

2 8 PNPM Mandiri didirikan sebagai program nasional,
— PNPM Mandiri memiliki target untuk menjangkau
provimst seluruh Indonesia pada tahun 2014.
Bekerja di tingkat perkotaan dan perdesaaan
untuk menunjukkan bahwa CDD dapat
mengurangi kemiskinan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) dibentuk oleh Presiden
untuk berkoordinasi dengan 4 klaster yang

Penggabungan dana perlindungan sosial
berhubungan dengan kemiskinan.

PNPM perkotaan

('9 Meningkatkan pelayanan kesehatan

PNPM Support Facility (PSF) didirikan untuk ‘l
-

: Menyediakan beasiswa
membantu Pemerintah menerapkan dan

memperlebar program tersebut, melakukan
pengawasan dan evaluasi, dan juga melakukan

perubahan melalui penelitian. 2% Bantuan untuk bagian perkotaan yang miskin

= Peningkatan kapasitas

TAHAP 3

2011-2014

¢ PNPM Peduli diluncurkan untuk dapat

menjangkau kelompok tersisih lebih
baik. 75.000 orang berpartipasi di
24 provinsi selama tahun peluncuran.

komunitas desa untuk membangun
Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM-Des), yang akan
bekerja sebagai dasar dari proposal
yang diserahkan melalui program ini,
begitu pula untuk musyawarah
perencanaan pembangunan.

2011
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DPR, membentuk Undang-Undang
Desa dan memberikan ruang yang
cukup untuk masukan para ahli,
konsultasi masyarakat dan
kontribusi pemerintah.

PNPM fasilitator mulai bekerja dengan

PNPM Perdesaan dilakukan oleh lebih dari
70.000 desa dan setiap kecamatan.

2012

Pemberdayaan masyarakat
yang terintegrasi

Keberlangsungan fasilitas

Penguatan institusi
masyarakat

Penguatan
Pemerintah Daerah

Peningkatan sistem
pemerintahan untuk
mendukung keterbukaan
dan akuntabilitas

70.000

desa

PNPM RoadMap di publikasikan
bersama oleh TNP2K, Kemenko PMK,
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Pekerjaan Umum.

Januari - UU Desa disahkan sebagai UU;

e Sumber dana lebih banyak kepada desa.
e Partisipasi dalam Musyawarah Desa.
* Perencanaan dan proses
keuangan yang terbuka.
e Akun publik untuk penggunaan
dana pembangunan.
e Dukungan untuk fasilitas.

PP membatasi prinsip CDD
yang ada di UU Desa

47% perdesaan telah menerapkan RPJM-Des.

Targetnya adalah pada Januari 2015,
dana bantuan dapat diberikan dari
pemerintah pusat ke Kabupaten

untuk penyebaran lebih lanjut ke
73.000 perdesaan di 5.300 kecamatan,
sebagai tanda permulaan transisi

ke UU Desa.




